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BUPATI NGANJUK 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI NGANJUK 

NOMOR 8 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

KABUPATEN NGANJUK 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI NGANJUK,  

 

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah 

untuk Penyederhanaan Birokrasi dan ketentuan Pasal 15 

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk, maka perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4732); 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6398); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);   

6. Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6402); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah; 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan 

Fungsional; 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 

Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah 

Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01); 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN 

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NGANJUK. 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaran Urusan 

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk. 

4. Bupati adalah Bupati Nganjuk. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Nganjuk. 

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya 

disingkat BPBD adalah BPBD Kabupaten Nganjuk. 
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7. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Kepala 

Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Nganjuk. 

9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 

Pegawai ASN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. 

10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Nganjuk. 

11. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk. 

12. Unsur Pelaksana adalah Unsur Pelaksana Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk. 

13. Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk. 

14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 

masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau 

faktor non alam maupun faktor manusia sehingga 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 

lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. 

15. Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 

untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik 

melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan 

pihak yang terancam bencana. 

16. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 

untuk mengantisipasi bencana melalui langkah yang tepat 

guna dan berdaya guna. 

17. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko 

bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun 

penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi 

ancaman bencana. 

18. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan 

akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu 

yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, 

hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan 

harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. 

19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek 

pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang 

memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama 

untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek 

pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca 

bencana. 

20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana 

dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik 

pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan 

sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan 

perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan 

ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam 

segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca 

bencana. 
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21. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa 

atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka 

waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk 

bencana. 

 

BAB II 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

 

Pasal 2 

 

(1) BPBD adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur 

pendukung tugas Bupati dalam rangka penyelenggaraan 

penanggulangan bencana di Daerah, yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Bupati. 

(2) BPBD dipimpin Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh 

Sekretaris Daerah. 

 

Pasal 3 

 

(1) Susunan Organisasi BPBD terdiri atas: 

a. Kepala Badan; 

b. Unsur Pengarah; dan 

c. Unsur Pelaksana. 

(2) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c terdiri atas: 

a. Kepala Pelaksana; 

b. Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahi Subbagian 

Umum dan Kepegawaian; 

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; 

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik; 

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan  

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

BAB III 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

 

Pasal 4 

 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan 

kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-

masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (2) huruf f terdiri atas sejumlah tenaga dalam 

jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam 

berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 

(3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator pelaksana fungsi 

pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang 

tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama. 
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(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam 

penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu 

kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan 

uraian fungsi. 

(5) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat 

(4) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan 

pejabat yang berwenang. 

(6) Ketentuan mengenai pembagian tugas Subkoordinator 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan 

oleh Bupati. 

 

BAB IV 

TATA KERJA 

 

Pasal 5 

 

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala 

Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan 

Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi 

dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing 

maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah 

Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai 

dengan tugas pokoknya masing-masing. 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing 

dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-

langkah yang diperlukan. 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) bertanggung jawab memimpin dan 

mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan 

bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas 

bawahannya. 

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan 

bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta 

menyampaikan laporan berkala tepat waktu. 

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi 

dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai 

bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk 

memberikan petunjuk kepada bawahannya. 

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, 

tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan 

organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan 

kerja. 
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BAB V 

PENGISIAN JABATAN 

 

Pasal 6 

 

(1) Kepala Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari 

Pegawai ASN yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Perangkat Daerah diisi oleh Pegawai ASN sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, 

jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat 

Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi: 

a. teknis; 

b. manajerial; dan 

c. sosial kultural. 

(4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), Pegawai ASN yang menduduki jabatan Perangkat 

Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan. 

(5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 

a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan 

teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang 

dibuktikan dengan sertifikasi. 

(6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural 

atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan. 

(7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan 

masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya 

sehingga memiliki wawasan kebangsaan. 

(8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan yang terkait dengan kebijakan Desentralisasi, 

hubungan Pemerintah Pusat dengan daerah, pemerintahan 

umum, pengelolaan keuangan daerah, Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah, hubungan Pemerintah 

Daerah dengan DRPD, serta etika pemerintahan. 

(9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 7 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, pejabat yang ada tetap 

menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai 

dengan ditetapkannya: 

a. pejabat fungsional berdasarkan hasil dari penyetaraan jabatan; 

dan/atau 

b. pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini. 
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BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 8 

 

Bagan Susunan Organisasi, Rincian Tugas Pokok dan Fungsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 

 

Pasal 9 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 

Nganjuk Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk 

Tahun 2012 Nomor 11A), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 10 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kabupaten Nganjuk. 

 

 

Ditetapkan di Nganjuk 

pada tanggal 22 Maret 2022 

 

Plt. BUPATI NGANJUK, 

ttd. 

 

MARHAEN DJUMADI 

Diundangkan di Nganjuk 

pada tanggal 22 Maret 2022 

 

SEKRETARIS DAERAH, 

ttd. 

 

Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si. 

Pembina Utama Madya 

NIP. 19661005 198703 1 010 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022 NOMOR 8 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

       ttd.  

 

 SUTRISNO, S.H., M.Si. 

Pembina 

NIP. 19680501 199202 1 001 
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LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI NGANJUK 
NOMOR 8 TAHUN 2022 
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 
KABUPATEN NGANJUK 

 
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI  

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NGANJUK 
 

A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEKRETARIAT 

SUBBAGIAN UMUM 

DAN KEPEGAWAIAN 

BIDANG 

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI 

KEPALA BADAN 

 

BIDANG 

KEDARURATAN DAN LOGISTIK 

 

UNSUR PENGARAH 

BIDANG 
PENCEGAHAN KESIAPSIAGAAN 

 

KEPALA 
PELAKSANA  

SUBKOORDINATOR DAN  

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
 

 

SUBKOORDINATOR DAN 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

 

SUBKOORDINATOR DAN 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

 

SUBKOORDINATOR DAN  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 
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B. RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

 

I. TUGAS POKOK 

BPBD mempunyai tugas: 

a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah 

Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha 

penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan 

darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara; 

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan 

bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana; 

d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; 

e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah; 

f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap 

bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat 

bencana; 

g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; 

h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 

i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

II. FUNGSI 

Dalam menyelenggarakan tugasnya, BPBD menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana 

dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan 

efisien; 

b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara 

terencana, terpadu dan menyeluruh; 

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan 

bencana;  

d. pelaksanaan administrasi di bidang penanggulangan bencana; dan  

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

III. KEPALA PELAKSANA 

Kepala Pelaksana mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, 

memberikan dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, membina dan 

melaksanakan tugas di bidang penanggulangan bencana. 

 

a. Sekretariat  

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, 

pengelolaan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan ketatalaksanaan, 

perlengkapan, dan kerumahtanggaan. 

Sekretariat mempunyai fungsi: 

1. pelaksanaan penyusunan program; 

2. pelaksanaan urusan keuangan; 

3. pelaksanaan urusan kepegawaian; 

4. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan ketatalaksanaan; 

5. pelaksanaan urusan perlengkapan; 
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6. pelaksanaan kerumahtanggaan; dan 

7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

a) Subbagian Umum dan Kepegawaian 

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: 

1) melaksanakan urusan administrasi surat menyurat dan pengelolaan 

tata  naskah dinas; 

2) melaksanakan pengelolaan administrasi barang dan inventaris kantor 

dan kerumahtanggaan; 

3) melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian; 

4) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan di bidang 

ketatausahaan, administrasi perlengkapan, kerumahtanggaan dan 

kepegawaian; 

5) melaksanakan penyusunan laporan kegiatan pengelolaan administrasi 

ketatausahaan dan ketatalaksanaan, perlengkapan, kerumahtanggaan 

dan administrasi kepegawaian; dan 

6) melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas merumuskan 

kebijakan teknis, memberikan dukungan penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang pencegahan dan 

kesiapsiagaan. 

 

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi: 

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan; 

2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di 

bidang pencegahan dan kesiapsiagaan; 

3. pelaksanaan penyusunan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana 

(PRB) dan mitigasi; 

4. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana kerja di 

bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;  

5. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan 

kesiapsiagaan; 

6. pelaksanaan kegiatan pengkajian, pengembangan, identifikasi dan 

fasilitasi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan; 

7. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana. 

8. pelaksanaan penyusunan rencana kontingensi dan penyelenggaraan gladi 

dan simulasi penanggulangan bencana; dan 

9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

c. Bidang Kedaruratan dan Logistik 

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas merumuskan kebijakan 

teknis, memberikan dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

membina dan melaksanakan tugas di bidang kedaruratan dan logistik. 
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Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi: 

1. perumusan kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik; 

2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di 

bidang kedaruratan dan logistik; 

3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kedaruratan dan logistik; 

4. pemberian komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat 

tanggap bencana; 

5. pengendalian operasional penanganan tanggap darurat; 

6. pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban; 

7. pelaksanaan pemberian bantuan korban bencana; 

8. pelaksanaan distribusi operasional peralatan dalam penyelenggaraan 

penanggulangan bencana; dan 

9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas merumuskan 

kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang rehabilitasi dan 

rekonstruksi. 

 

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi: 

1. perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; 

2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di 

bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; 

3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi dan 

rekonstruksi; 

4. pelaksanaan kegiatan pengkajian, pengembangan, identifikasi dan 

fasilitasi; 

5. pelaksanaan inventarisasi kerusakan pasca bencana, estimasi 

pembiayaan sarana dan prasarana; 

6. pelaksanaan pemulihan dan peningkatan sarana fisik dan sosial 

ekonomi di wilayah pasca bencana; 

7. pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan pengungsi, kompensasi 

dan pengembalian hak pengungsi; dan 

8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

 

Plt. BUPATI NGANJUK, 

 

ttd. 

 

MARHAEN DJUMADI 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

ttd. 

 

SUTRISNO, S.H., M.Si. 

Pembina 

NIP. 19680501 199202 1 001 


